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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penerimaan Pajak Penghasilan

Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda pembangunan. Pajak berperan sebagai sumber penerimaan utama untuk modal pembiayaan negara selain itu juga mempunyai sifat mengatur untuk mencapai suatu tujuan. Kemandirian suatu bangsa tercermin dalam kemampuan untuk membiayai sendiri semua pengeluaran negaranya. Upaya untuk melepas ketergantungan terhadap utang luar negeri dapat diwujudkan dengan menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara.
Penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dari segi jumlah maupun kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk tahun anggaran 2004 penerimaan dari sektor pajak direncanakan sebesar Rp 232,55 triliun atau sekitar 67,6% dari penerimaan dalam negeri (Indonesian Tax Review Digest, Nomor 1 2004:7). Dan di masa datang peran pajak akan terus meningkat seiring upaya untuk mengurangi utang luar negeri yang selama ini membebani APBN.
1. Pengertian Pajak

Sebelum membahas secara mendalam tentang penerimaan pajak, akan diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian pajak. Ada beberapa pengertian yang bisa dijadikan acuan, tetapi dalam hal ini Penulis hanya mengambil satu pengertian yang cukup mewakili unsur-unsur yang terkandung dalam pajak. Adriani dalam bukun “Perpajakan” mendefinisikan pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak menurut undang-undang dan peraturan-peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali secara langsung dinikmati oleh wajib pajak yang ditunjuk oleh pemerintah guna membiayai pengeluaran negara untuk kepentingan umum berhubungan dengan tugas negara untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.” 
( Adriani, 1994, hal. 3 )
Dari pengertian pajak tersebut di atas kita dapat menarik kesimpulan, bahwa ada empat unsur dalam pajak yaitu :

1. Iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

2. Iuran tersebut dapat dipaksakan.

3. Hasilnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi terselenggaranya tugas-tugas pemerintah.

4. Tidak ada balas jasa secara langsung dari pemerintah.

Unsur pertama bahwa iuran wajib itu harus berdasarkan undang-undang. Hal ini sesuai dengan yang terkandung di dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara di atur berdasarkan undang-undang.
Yang mempunyai wewenang untuk menarik pajak berdasarkan undang-undang yaitu pemerintah. Hasil iuran sebagai penerimaan negara tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Ini semua tak lain untuk kesejahteraan rakyat.

2. Fungsi Pajak

Sesuai uraian di atas pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi penerimaan yang berkaitan dengan APBN dan fungsi pengaturan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan sektor moneter. 

Dalam buku “Perpajakan” secara rinci kedua fungsi tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)  bertujuan untuk memasukan penerimaan uang kas negara sebanyak-banyaknya antara lain mengisi APBN, sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend) adalah fungsi yang secara tidak langsung dapat mengatur/menggerakan perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif. 
(Mulyadi, 1996:26)

Fungsi penerimaan dengan tujuan mengisi kas negara sebanyak-banyaknya jangan sampai menjadi kontraproduktif terhadap dunia usaha. Kebijakan perpajakan yang dibuat harus menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek, sehingga pajak bisa menjadi instrumen untuk pemerataan pendapatan dan pemicu pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang baru yang lebih banyak lagi sehingga basis pajak lebih meningkat.
3. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Kewajiban perpajakan dimulai saat wajib pajak memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berupa pelaporan bulanan dan tahunan. Untuk pelaporan tahunan bentuknya adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Bagi wajib pajak SPT Tahunan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
Adapun pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Pasal 1 huruf f UU No. 9 Tahun 2000 adalah :

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan Undang-undang perpajakan”.

(Herman Purnawan, 2001:7)


Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya harus memuat jumlah peredaran usaha, jumlah penghasilan neto, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak orang pribadi.

Untuk wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
Menurut Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa fungsi Surat  Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak selain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang juga untuk melaporkan :
1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.

3. Harta dan kewajiban

4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(Herman Purnawan, 2001:13)
Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga wajib pajak dituntut harus benar dalam mengisi berbagai keterangan yang menyangkut penghasilan dan data pendukung lainnya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.
4. Pajak Terutang

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada dasarnya merupakan pemberitahuan wajib pajak mengenai jumlah pajak terutang untuk tahun pajak tertentu. 
Pajak terutang menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan :

“Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

(Herman Purnawan, 2001:7) 

Pada prinsipnya pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenakan. Menurut penjelasan pasal 12 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, untuk kepentingan administrasi perpajakan maka saat terutangnya pajak tersebut ditentukan sebagai berikut :

1. Pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga.

2. Pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha.
3. Pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

(Herman Purnawan, 2001:22)

Jumlah pajak terutang yang telah dipotong, dipungut, ataupun yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setelah tiba saat pelunasan pembayaran harus segera ke kas negara melalui kantor pos dan bank-bank persepsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dapat menerima pembayaran pajak.
5. Penghasilan
Pajak hanya dapat dipungut jika terdapat subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan cara pelunasannya. Setelah wajib pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka penghasilan yang diperoleh merupakan objek pajak yang akan dikenakan pajak berdasarkan tarif tertentu.
Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pengertian Penghasilan adalah :

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia, atau luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”

(Herman Purnawan, 2001:72)

Berdasarkan pengertian dalam Undang-undang ini pajak dikenakan atas penghasilan dalam arti luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Karena Undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. 
Dalam pajak penghasilan dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak yang diperoleh dari laba bersih usaha atau penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Uraian mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat dilihat di Tabel 2.1. 
Struktur dan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah :

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
	PTKP
	Keterangan

	1. Rp. 2.880.000,00
	untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi

	2. Rp. 1.440.000,00
	tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

	3. Rp. 2.880.000,00
	tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

	4. Rp. 1.440.000,00
	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga


Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan nettonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Disamping untuk dirinya, kepada wajib pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. 

Bagi wajib pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, maka wajib pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri sebesar Rp. 2.880.000,00.
Wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, anak angkat, diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

Setelah diketahui tentang penghasilan kena pajak maka untuk menghitung jumlah pajak terutang, perlu diketahui mengenai tarif pajak yang berlaku. Ada perbedaan tingkatan tarif pajak antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ada lima tingkatan tarif sementara untuk Wajib Pajak Badan hanya ada tiga tingkatan tarif. Dalam penulisan ini hanya akan diuraikan mengenai tarif pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sesuai pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2 Tarif Pajak

	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
	Tarif Pajak



	Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 
	5%

	Di atas Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00
	10%

	Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00
	15%

	Di atas Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00
	25%

	Di atas Rp. 200.000.000,00
	35%


Dari tabel di atas terlihat bahwa Undang-undang Pajak Penghasilan menerapkan sistem tarif progresif yaitu semakin tinggi penghasilan kena pajak semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam pajak bahwa pembayaran pajak ke kas negara disesuaikan dengan tingkat penghasilan wajib pajak.

6. Penerimaan
Penerimaan pajak merupakan upaya untuk memasukan uang ke kas negara melalui aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang perpajakan.

Berdasarkan instansi yang mengelolanya penerimaan pajak dapat dibagi dua, yaitu penerimaan pajak pemerintah pusat dan penerimaan pajak pemerintah daerah. Pajak pemerintah pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai sedangkan untuk pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah / Pemerintahan Daerah.

Salah satu unsur penerimaan pajak pemerintah pusat adalah yang berasal dari pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan. Penerimaan Pajak Penghasilan dikelompokkan menjadi ke dalam beberapa kelompok :

1. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerimaan ini meliputi seluruh penerimaan dari pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

2. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22

Penerimaan ini meliputi seluruh penerimaan dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh :

a. Bendaharawan Pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor.

3. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penerimaan ini meliputi seluruh penerimaan dari pemotongan pajak untuk pembayaran penghasilan dalam bentuk dividen, bunga, royalti dan sewa.

4. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25

Penerimaan ini meliputi seluruh penerimaan dari perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi/badan dalam tahun berjalan.

5. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 26

Penerimaan ini meliputi seluruh penerimaan dari pemotongan penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh  wajib pajak luar negeri selain Badan Usaha Tetap.

6. Penerimaan Pajak Penghasilan Final

PPh Final adalah pajak yang dipungut atau dipotong berdasarkan peraturan perpajakan tertentu yang tidak perlu dilaporkan lagi di Surat Pemberitahuan Tahunan baik penghasilannya sebagai objek pajak maupun pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagai kredit pajak. Penerimaan ini meliputi seluruh penerimaan dari Pajak Penghasilan yang bersifat Final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1994 yaitu menyangkut sumber penghasilan wajib pajak dari :
a. pengalihan harta berupa tanah/bangunan.

b. penjualan saham dan sekuritas lainnya di Bursa Efek.

c. perolehan hadiah/undian

d. penjualan tepung terigu dan gula pasir

e. penjualan migas.
7. Penerimaan Fiskal Luar Negeri

Penerimaan ini meliputi seluruh penerimaan dari pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh orang pribadi yang bertolak ke luar negeri.

(Agus Sambodo, 1999:56)

Penerimaan-penerimaan ini yang menjadi sumber pendapatan negara di APBN dari sektor pajak khususnya pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan sebagai pajak langsung yang semakin meningkat mencerminkan keadilan dalam memikul beban pajak karena pajak langsung dikenakan berdasarkan tingkat kemampuan ekonomis wajib pajak.
2.2  Pajak Penghasilan Pasal 25
Saat terutang pajak bagi wajib pajak PPh orang pribadi maupun badan sesungguhnya baru terjadi pada akhir tahun pajak. Namun untuk meringankan pembayaran di akhir tahun pajak maka diadakan pembayaran angsuran bulanan/masa berupa PPh pasal 25. 
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25
Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan selama satu tahun. Dengan dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak yang diperoleh baik orang pribadi maupun badan.

Menurut Tunas Hariyukanto (1999:3) bahwa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

“Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun berjalan”.

Di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, prinsip pengenaan pajak atas penghasilan ini mempunyai pengertian yang luas bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Sedangkan pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Seperti yang dikutip oleh Waluyo dan B. Ilyas (2000:51), dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan 
dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, royalti, deviden, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.

4. Penghasilan-penghasilan lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

(Waluyo dan B. Ilyas,2000:51)
Menurut penulis, subjek pajak akan dikenakan pajak apabila subjek pajak tersebut menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima dalam bagian tahun pajak. Menurut Undang-undang Pajak, yang dimaksud tahun pajak adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.

2.2.2  Subjek dan Objek Pajak Penghasilan
1. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak dibedakan antara Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Subjek Pajak Dalam Negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri sekaligus menjadi wajib pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan NPWP, wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah PTKP tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak  Luar Negeri.

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam Negeri menurut Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah :

1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

(Herman Purnawan, 2001:68)
Sedangkan yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar Negeri menurut Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah :

1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha  atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

(Herman Purnawan, 2001:68)

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain :

1. Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

2. Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.

3. Wajib Pajak Dalam Negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

(Herman Purnawan, 2001:69)
Secara singkat perbedaan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri antara lain terletak pada:

1. Tempat diperolehnya sumber penghasilan.

2. Dasar pengenaan pajak dan tarif pajak.

3. Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Dalam Negeri.

Dengan pengertian subjek pajak di atas maka setiap orang yang berada di Indonesia adalah Subjek Pajak. Namun demikian dalam tata pergaulan internasional ada perkecualian dalam penentuan subjek pajak. Yang tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah :

1. badan perwakilan negara asing;

2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia, dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat : 

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut,

b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

(Herman Purnawan, 2001:71)
Sesuai dengan kelaziman internasional, badan perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai Subjek Pajak di tempat mereka mewakili negaranya. Pengecualian sebagai Subjek Pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka adalah Warga Negara Indonesia.

Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, maka ia termasuk Subjek Pajak yang dapat dikenakan pajak atas penghasilan lain tersebut.

2. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan sebagaiman diuraikan di atas adalah penghasilan. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang termasuk dalam pengertian penghasilan yang menjadi Objek Pajak adalah :

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

3. laba usaha;

4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai penggantian saham atau penyertaan modal;

b. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;

c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;

d. keuntungan karena penggalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

8. royalti;

9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

12. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

14. premi asuransi;

15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

16. tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

(Herman Purnawan, 2001:73)
Jadi objek pajak penghasilan adalah semua tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun serta tanpa melihat tempat perolehannya.
Selain objek pajak juga ada bentuk penerimaan atau aliran kas masuk yang sesungguhnya bukan termasuk kategori penghasilan menurut Undang-undang ini, sehingga dengan sendirinya bukan objek pajak penghasilan. 

Menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang tidak termasuk Objek Pajak adalah :

1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendididkan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

3. warisan;

4. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) hurup b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;

6. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;

7. dividen atau bagian laba yang diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukkan di Indonesia dengan syarat :

a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

b. bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar usaha kepemilikan usaha tersebut;

8. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

10. bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;

11. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;

12. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

a. merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan

b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

(Herman Purnawan, 2001:77)
Menurut penulis yang tidak termasuk objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang tidak menyebabkan adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia atau luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama atau dalam bentuk apapun.

2.2.3 Penghitungan PPh Pasal 25  
Pajak Penghasilan setahun dihitung dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Untuk menghitung Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dirumuskan sebagai berikut :

	Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi 
= [(Penghasilan Bruto – Biaya yang Diperkenankan UU PPh) – PTKP] x Tarif Pasal 17

= Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pasal 17




Catatan : Untuk keperluan penetapan tarif, Penghasilan Kena Pajak  dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Contoh Penghitungan PPh Pasal 25 Orang Pribadi :

Gunawan pada tahun 2003 mempunyai penghasilan neto / laba bersih dari usaha sebesar Rp. 93.500.750,00 dengan tanggungan keluarga satu istri yang tidak bekerja dan tiga orang anak (K/3). Dari Tabel 2.1 dengan jumlah tanggungan tersebut maka Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) nya adalah sebesar Rp. 8.640.000,00. Penghasilan kena pajak sebesar Rp. 84.860.750,00 dan untuk perhitungan pajak penghasilan terutang, penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah menjadi Rp. 84.860.000,00 sehingga besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang oleh Gunawan adalah sebesar :

	Penghasilan Neto
	
	Rp. 93.500.750,00

	PTKP (K/3)
	
	Rp.   8.640.000,00

	Penghasilan Kena Pajak
	
	Rp. 84.860.000,00

	PPh Pasal 25 terutang :
	
	

	5%   x  Rp. 25.000.000,00    =
	Rp.  1.250.000,00
	

	10% x  Rp. 25.000.000,00    =
	Rp.  2.500.000,00
	

	15% x  Rp. 34.860.000,00    =
	Rp.  5.229.000,00
	

	Jumlah pajak terutang 
	
	Rp.  8.979.000,00


2.3  Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Pemeriksaan Sederhana Lapangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pelaksanaan pemeriksaan pajak (tax audit). Setelah wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang dihitung, dibayar dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak maka Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Bentuk pemeriksaannya bisa pemeriksaan lengkap maupun pemeriksaan sederhana, tergantung kondisi wajib pajak yang dihadapi.
2.3.1  Pedoman dan Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak didasarkan pada sebuah pedoman baku yang diatur oleh Menteri Keuangan. Dengan maksud agar pemeriksaan pajak yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
A. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Sebelum membahas masalah pemeriksaan pajak, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian pemeriksaan pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 yang dimaksud dengan Pemeriksaan Pajak adalah :

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.”

(Herman Purnawan, 2001:268)
Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan tidaklah mungkin dapat melakukan pengawasan terhadap semua wajib pajak mengingat besarnya jumlah wajib pajak yang ada, juga keterbatasan waktu dan tenaga untuk melakukan pemeriksaan serta untuk menjaga efektifitas pemeriksaan maka pemeriksaan yang akan dilakukan ditentukan prioritasnya melalui beberapa kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan keadaan Wajib Pajak masing-masing. 

Pemeriksaan dalam rangka melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan antara lain dalam hal :

1. Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak.

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menunjukkan rugi.

3. Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.

4. Surat Pemberitahuan (SPT) tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban seperti yang tersebut pada huruf  (c) di atas tidak dipenuhi.

(Herman Purnawan, 2001:269)
Pemenuhan kewajiban perpajakan berkaitan dengan pertanggungjawaban wajib pajak atas penghitungan, pembayaran dan pelaporan jumlah pajak yang terutang di dalam Surat Pemberitahuan (SPT). 

Sedangkan pemeriksaan pajak dalam rangka tujuan lain berperan sebagai fungsi penunjang pengendali administrasi perpajakan. Fungsi ini dapat dilaksanakan dalam hal :

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.

2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

3. Pemberian Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) atau 
4. Pencabutan NPPKP.

5. Penentuan besarnya angsuran pajak dalam suatu masa pajak bagi Wajib Pajak baru atau wajib pajak tertentu.

6. Wajib pajak mengajukan keberatan atau banding.

7. Pengumpulan bahan sebagai dasar penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

8. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.

9. Penentuan wajib pajak bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di daerah tertentu.

10. Penentuan satu atau lebih tempat pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

11. Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lainnya.

(Herman Purnawan, 2001:270)

Menurut penulis, dari tujuan diatas dapat diketahui bahwa ruang lingkup pemeriksaan pajak lebih luas daripada pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan akuntan publik berdasarkan sampel untuk menentukan kewajaran penyusunan laporan keuangan. Sedangkan pemeriksaan pajak dimaksudkan untuk menguji kebenaran transaksi bisnis bukan hanya kewajaran.

B. Pedoman Pemeriksaan Pajak   
Pelaksanaan pemeriksaan pajak harus didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

1. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa yang : 

1) Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.

2) Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersifat terbuka, sopan dan obyektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela.

3) Menerapkan keahliannya secara cermat dan seksama sehingga dapat menarik kesimpulan yang memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan wajib pajak. 

b. Temuan hasil dalam pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak.

2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.

b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
c. Pendapat dan kesimpulan hasil pemeriksa harus berdasarkan temuan yang kuat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara rinci, ringkas dan jelas dan harus memuat :

1) ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
2)  kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung dengan bukti yang kuat;

3) ada tidaknya penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

4) pengungkapan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan yang berlaku.

b. Laporan Pemeriksaan Pajak memuat tentang pengungkapan adanya penyimpangan jumlah pajak terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan dan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan mengenai :

1) berbagai faktor perbandingan;

2) nilai absolut dari penyimpangan;

3) sifat dari penyimpangan;

4) bukti atau petunjuk adanya penyimpangan;

5) pengaruh penyimpangan;

6) hubungan dengan permasalahan lainnya;

c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan harus memuat :

1) Identitas wajib pajak;

2) Gambaran pembukuan wajib pajak;

3) Pelaksanaan kewajiban perpajakan tahun yang diperiksa;

4) Penugasan pemeriksaan;

5) Gambaran kegiatan wajib pajak;

6) Data dan informasi yang tersedia;

7) Pelaksanaan pemeriksaan;

8) Pos-pos yang diperiksa;

9) Penjelasan dan penilaian atas pos-pos yang diperiksa;

10) Hasil pemeriksaan;

11) Ihtisar koreksi;

12) Perhitungan pajak terutang;

13) Perhitungan pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan;

14) dan Kesimpulan / Usul pemeriksaan.

Pelaksanaan pedoman pemeriksaan secara konsisten akan membuat pemeriksaan yang dilaksanakan mencapai hasil yang diinginkan. Tetapi ada kalanya pedoman-pedoman tersebut tidak semuanya dijalankan karena beberapa sebab diantaranya adalah :
1. Pemeriksa belum memiliki dasar-dasar keterampilan sebagai pemeriksa.

2. Adanya keterbatasan waktu untuk menyelesaikan Laporan Pemeriksaan Pajak.

3. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau tidak memiliki data pendukung laporan keuangan, sehingga analisa terhadap laporan keuangan tidak dapat dijalankan.

4. Masih adanya mental penguasa pada beberapa pemeriksa pajak sehingga tidak lagi objektif dalam melakukan pemeriksaan pajak.
5. Adanya pemeriksaan pajak yang berulang-ulang terhadap satu wajib pajak yang sama untuk tahun pajak yang berbeda sehingga pemeriksa tidak lagi melaksanakan pedoman pemeriksaan karena sudah merasa mengenal wajib pajak.

C. Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Wajib pajak mempunyai karakter yang berbeda-beda baik dari bentuk perusahaan, ukuran usaha, bidang usaha dan lokasi usaha. Sehingga dalam pemeriksaan pajaknya pun terdapat perbedaan, misalnya perusahaan besar yang mempunyai cabang di seluruh Indonesia akan berbeda pemeriksaannya dengan perusahaan kecil yang hanya beroperasi di satu kota. 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 perihal Kebijaksanaaan Pemeriksaan Tahun 2003            (Seri Pemeriksaan 01-03), pemeriksaan pajak berdasarkan ruang lingkupnya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Pemeriksaan Lengkap;

Pemeriksaan Lengkap adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk kerjasama operasi dan konsorsium, di lapangan dan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk seluruh jenis pajak, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan atau untuk tujuan lain, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

2. Pemeriksaan Sederhana;

Pemeriksaan sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk kerjasama operasi dan konsorsium, untuk seluruh jenis pajak atau jenis-jenis pajak tertentu, termasuk  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan/atau untuk tujuan lain, baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan Sederhana terdiri dari :

a. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) adalah Pemeriksaan Sederhana yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk jenis-enis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumya.

b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah Pemeriksaan Sederhana yang dilakukan di lapangan dan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk seluruh jenis pajak (all taxes), atau jenis-jenis pajak tertentu dan/atau untuk tujuan lain, baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumya.

(Direktorat Jenderal Pajak, 2003:2)
Dalam penulisan skripsi ini hanya akan dibicarakan tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk penetapan pajak.

2.3.2 
Pemeriksaan Sederhana Lapangan

Dalam sistem self assesment yaitu wajib pajak menghitung dan membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, pelaksanaan pemeriksaan sederhana lapangan merupakan merupakan suatu keharusan. Di dalam mekanisme pemeriksaan tersebut Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar menjadi pengawas agar tidak terjadi penyimpangan. Tujuan akhirnya agar penerimaan pajak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Tanpa ada pemeriksaan pajak pun sebenarnya penerimaan dari sektor pajak akan tetap ada tetapi mungkin jauh dari yang diharapkan.

Di Kantor Pelayanan Pajak termasuk KPP Bandung Cibeunying pemeriksaan pajak dilakukan melalui pemeriksaan sederhana sementara pemeriksaan lengkap dilaksanakan oleh unit pemeriksa tersendiri yaitu Kantor Penyidikan dan Pemeriksaan Pajak (Karikpa) dan Bidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak (Rikpan) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.  
A. Norma-Norma Pemeriksaan Sederhana Lapangan

Setelah ditetapkannya pedoman pemeriksaan pajak maka dalam menjalankan pemeriksaan pajak di lapangan didasarkan norma pemeriksaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, memberikan ketentuan mengenai Norma Pemeriksaan berkaitan dengan Pemeriksa Pajak sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Pajak di Lapangan

Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dalam rangka Pemeriksaan Sederhana Lapangan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksa Pajak harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa yang dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan.

b. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak.

c. Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak kepada wajib pajak.

d. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak.

e. Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak.

f. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang Hasil Pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuaan dengan Hasil Pemeriksaan untuk ditanggapi wajib pajak.

g. Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan pada tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lambat (7) tujuh hari sejak selesainya pemeriksaan yang dihitung sejak tanggal penegesahan LPP oleh Kepala KPP.

i. Pemeriksa Pajak terikat Rahasia Jabatan sehingga mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada wajib pajak dalam rangka pemeriksaan kepada pihak lain.

(Herman Purnawan, 2001:271)

Norma ini mengatur hal-hal yang harus dijalankan pemeriksa pajak dalam menjalankan tugas pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bagi wajib pajak dapat dikatakan sebagai suatu beban karena harus bisa membuktikan kebenaran laporan yang telah disampaikan ke kantor pelayanan pajak sampai ke bukti pendukung terkecil. Dengan dijalankannya norma tersebut di atas maka wajib pajak mempunyai keyakinan bahwa pemeriksaan yang dilakukan memang demi kepentingan negara dan bukan hanya mencari-cari kesalahan wajib pajak.
2. Pemeriksaan Pajak di Kantor

Selain pemeriksaan pajak di lapangan juga ada pemeriksaan pajak di kantor untuk lingkup yang lebih kecil. Kriteria pemeriksaan sederhana kantor antara lain untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kegiatan usahanya relatif kecil, dan wajib pajak yang telah diperiksa untuk tahun-tahun sebelumya. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dalam rangka pemeriksaan kantor adalah sebagai berikut : 

a. Pemeriksa Pajak, dengan menggunakan Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang bersangkutan, memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan.

b. Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa.

c. Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak.

d. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuaan dengan Hasil Pemeriksaan.

e. Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan pada tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lambat (7) tujuh hari sejak selesainya pemeriksaan yang dihitung sejak tanggal penegesahan LPP oleh Kepala KPP.

g. Pemeriksa Pajak terikat Rahasia Jabatan sehingga mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada wajib pajak dalam rangka pemeriksaan kepada pihak lain.

(Herman Purnawan, 2001:271)

Pada dasarnya tidak perbedaan yang berarti antara norma pemeriksaan di lapangan dengan norma pemeriksaan di kantor, yang berbeda hanya cara  dilakukannya pemeriksaan. Dalam pemeriksaan di kantor wajib pajak yang datang menghadap pemeriksa sedangkan dalam pemeriksaan di lapangan pemeriksa yang mendatangi wajib pajak.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seseorang atau lebih Pemeriksa Pajak.

b. Pemeriksaan dilakukan di kantor Pemeriksa Pajak, di kantor wajib pajak atau kantor lainnya atau di pabrik atau tempat usaha atau tempat tinggal atau tempat uisaha atau pekerjaan bebas wajib pajak atau ditempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal pajak.
c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja bila dipandang perlu.

d. Hasil pemeriksa harus dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak.

e. Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui wajib pajak, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan dan ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan.

f. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan Penyidikan.

(Herman Purnawan, 2001:272)

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, wajib pajak wajib melaksananakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
B. Tujuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan

Pemeriksaan Sederhana Lapangan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak dengan mendatangi tempat wajib pajak, dengan mendatangi lokasi usaha wajib pajak dapat diketahui kondisi usaha, proses produksi dan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan baik dalam bentuk lisan maupun tertulis maka wajib pajak dapat diminta untuk menyediakan dan menyiapkan data, dokumen, serta bukti-bukti lain pembukuan dan pencatatan lainnya yang berhubungan dengan usaha, pekerjaan atau kegiatan wajib pajak tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000, tujuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan adalah :

1. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak terutama untuk wajib pajak yang Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya menyatakan Lebih Bayar.

2. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Menguji kelengkapan dan kebenaran material dari pengisian SPT oleh wajib pajak.

4. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

(Herman Purnawan, 2001:275)
Dari tujuan pemeriksaan di atas telah tercakup semua unsur pengawasan Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak. Sehingga secara teori tidak ada celah bagi wajib pajak untuk melakukan kecurangan. Sedangkan penyimpangan atau kecurangan yang ada bisa terjadi karena Sumber Daya Manusia pemeriksa pajak yang kurang memadai, terlalu banyaknya wajib pajak yang ditangani atau adanya kerja sama antara wajib pajak dengan aparat pajak.
C. Wewenang Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Sederhana Lapangan

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas yang berat dalam rangka mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak pusat seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Karena itu pemeriksaan pajak menjadi instrumen untuk mengawasi kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Dengan tugas yang berat ini maka wajar jika Direktorat Jenderal Pajak mempunyai wewenang yang besar juga dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Kebijakan ini dituangkan dalam aturan tentang pemeriksaan pajak termasuk pemeriksaan sederhana lapangan. 

Dalam melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang untuk :

1. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;

2. meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;

3. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;

4. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;

5. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf (d), apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan;

6. meminta keterangan dan/atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa

7. atas peminjaman buku-buku dan lain-lain sebagaimana dimaksud di atas diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai jenis serta jumlahnya.
(Herman Purnawan, 2001:274)

Pemeriksa pajak membuat Laporan Pemeriksaan Pajak untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghitungan besarnya pajak terutang menurut Laporan Pemeriksaan Pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud di atas yang berbeda dengan Surat Pemberitahuan, harus diberitahukan kepada wajib pajak

Dalam Pemeriksaan Sederhana Lapangan, pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud di atas, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaaan yang disampaikan kepada wajib pajak. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa Pajak membuat Laporan Pemeriksaan Pajak.
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